BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

KABUPATEN BARITO TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesian Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional di cabut, serta
surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementrerian Keuangan dan Direktur
Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam
Negeri Nomor : SE-1PK/2024 dan  Nomor
900.1.15.1/16208/Keuda, sehingga, maka Peraturan
Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Perlu
diubah dan disesuaikan;

bahwa  berdasarkan  Pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito
Timur Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);



MENETAPKAN

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6718};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur
Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 6 TAHUN
2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN

DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BARITO TIMUR.




Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Timur
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito
Timur Tahun 2024 Nomor 186) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Bupati adalah Bupati Barito Timur.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota
DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD
serta anggota DPRD Kabupaten Barito Timur.
Sekretaris  Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Barito Timur.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya
disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan
untuk membahas penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum, yang keanggotaannya terdiri
atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan
kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara
Nasional Indonesia di Daerah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
instasi pemerintah.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjan Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, vyang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan dan/atau menduduki jabatan
pemerintahan

Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat
CPNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia
yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat
oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2
(dua) tahun dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat
yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Timur.

Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
yang selanjutnya disingkat Pengurus PKK adalah
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus PKK
Kabupaten Barito Timur.

Komisi-Komisi Daerah adalah Komisi-Komisi yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD
adalah Dinas/Badan/Inspektorat/Unit/Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Barito Timur.

Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Unit Pelaksana Teknis
Badan, yang selanjutnya disingkat UPTD/UPTB adalah
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Unit
Pelaksana Teknis pada Badan Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

18 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang

19.

selanjutnya disingkat PA/KPA adalah kepala SKPD
yang ditetapkan sebagai PA atau kepala Unit Kerja di
bawahnya yang ditetapkan sebagai KPA.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Timur.




20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya
disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar
tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah
Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas
melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan
tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di
dalam negeri.

Surat Tugas selanjutnya disingkat ST adalah surat
perintah untuk melaksanakan surat tugas dinas yang
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPD
adalah surat perintah untuk melaksanakan Perjalanan
Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang
Berwenang sebagai akibat dikeluarkannya Surat
Perintah Tugas.

Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut
Pelaksana SPD adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negen Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, PPPK,
Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, Pengurus
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur,
Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD dan
Pejabat/Petugas lain, anggota organisasi/masyarakat
yang dibernn tugas untuk melaksanakan Perjalanan
Dinas.

Pejabat Lain adalah wunsur pimpinan/pejabat dari
instansi  vertikal, keagamaan dan  organisasi
kemasyarakatan yang ditugaskan oleh Bupati/Wakil
Bupati/Sekretaris Daerah.

Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan
dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Barito
Timur.

Perjalanan Dinas Luar kota adalah perjalanan dinas
yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Barito
Timur/ daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.

Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas
yang dilaksanakan paling singkat 8 (delapan) jam
dalam ibu kota Kabupaten atau dalam ibu kota
kecamatan bagi pelaksana perjalanan dinas yang
berkedudukan (bertugas) di Kabupaten/Kecamatan
yang bersangkutan.




29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Pegawal Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah
Pegawai yang diangkat sesuai dengan golongan
pengangkatan untuk jangka waktu tertentu guna
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan
yang bersifat teknis profesional dan administrasi
sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam
kerangka sistem kepegawaian, yang tidak
berkedudukan sebagai pegawai negeri.

Tenaga Kontrak adalah tenaga yang diangkat untuk
jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas
pemerintahan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja
antara tenaga yang bersangkutan dengan Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, termasuk tenaga
ahli DPRD Kabupaten Barito Timur.

Lumpsum adalah suatu jumiah uang yang telah
dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sckaligus.

Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam
menjalankan tugas.

Tempat Kedudukan adalah tempat/kota/ kantor
perangkat kerja berada.

Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi
tujuan perjalanan dinas.
Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan

sementara waktu,

Biaya Riil atau at cost adalah biaya yang dikeluarkan
sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya
perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pendamping unsur pimpinan DPRD adalah pegawai
dengan status PNS/Tenaga Kontrak yang jumlahnya di
sesuaikan dengan kebutuhan.

Pengikut adalah l(satu) orang suami/istri padajenjang
jabatan Bupati, Wakil Bupati, sekretaris daerah dan
unsur pimpinan DPRD.

One Way/ Sekali jalan adalah Pelaksanaan perjalanan
Dinas dari tempat Kedudukan menuju tempat tujuan
perjalanan dinas atau sebaliknya.



2. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah dan ditambah tiga ayat
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

Pasal4

Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD
dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang
dan tertuang dalam ST /SPD.

ST dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
khusus untuk perjalanan Dinas Luar kota
diterbitkan oleh :

a. Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang
dilakukan oleh  Bupati,  Wakil Bupati,
Forkopimda, Sekretaris Daerah;

b. Sekretaris Daerah wuntuk Perjalanan Dinas
Jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II/b
dan Camat;

c. Kepala PD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang
dilakukan oleh Pegawai dilingkup Sekretariat/
Inspektorat/ Dinas/ Badan/ Kantor masing-
masing;

d. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan
yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota
DPRD;

e. Camat untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang
dilakukan oleh Pegawai Kecamatan, Lurah,
Pegawai kelurahan, Kepala Desa serta aparatur
desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam hal Bupati berhalangan, maka ST/SPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
penerbitannya dapat oleh Wakil Bupati, jika Wakil
Bupati berhalangan maka ST/SPD dapat diterbitkan
oleh Sekretaris Daerah.

Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d dapat mendelegasikan kewenangan
penerbitan Surat Tugas kepada Wakil Ketua sebagal
unsur pimpinan DPRD  berkenaan  dengan
pertimbangan aspek efektivitas, efisiensi dan
kedayagunaan.

ST/SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
khusus wuntuk perjalanan Dinas Dalam kota
diterbitkan oleh :

a. Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang
dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris
Daerah;



b. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas
Jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II/b
dan Camat;

c. Kepala PD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang
dilakukan oleh Pegawai dilingkup Sekretariat/
Inspektorat/ Dinas/ Badan/
Kantor/ Unit/ Satuan Kerja masing-masing;

d. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan
yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota
DPRD;

e. Camat untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang
dilakukan oleh Pegawai Kecamatan, Lurah,
Pegawai Kelurahan, Badan Permusyawaratan
Desa;

f. Kepala Desa Perjalanan Dinas Jabatan yang
dilakukan oleh Kepala desa dan Aparatur desa.

(6) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar kota dan
Perjalanan Dinas Dalam kota yang melibatkan
dan/atau dilaksanakan oleh Organisasi
Kemasyarakatan, Lembaga dan/atau masyarakat,
ST/SPD dapat diterbitkan oleh Sekretaris Daerah,
dimana anggaran perjalanan dinas dibebankan
kepada Perangkat Daerah yang berhubungan
dengan tugas dari Pengurus dari Organisasi
Kemasyarakatan dan/atau Lembaga dan/atau yang
bersangkutan;

(7} Dalam hal pejabat yang berwenang dalam
penerbitan ST/SPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (5) tidak berada di tempat maka
dapat dilakukan secara elektronik.

(8) ST atau Surat Tugas dapat diterbitkan oleh Kepala
PD masing-masing dalam melakukan perjalanan
dinas jabatan tidak lebih dari 8 (delapan) Jam.

(9) Penerbitan ST/SPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dan ayat (5) memperhatikan prinsip selektif,
ketersediaan anggaran, efisiensi, dan akuntabilitas.

(10) ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(5) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai
berikut:

a. pemberi tugas;
b. pelaksana tugas;

waktu pelaksanaan tugas;

o o

tempat pelaksanaan tugas; dan

e. maksud pelaksanaan tugas.

—__———_[—



(11)

(12)

(13)

ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat {5)
dibuat sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

ST sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi
dasar penerbitan SPD.

SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dibuat
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan huruf ¢, dapat dilimpahkan kepada
pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b dan huruf ¢, dapat dilimpahkan kepada
pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (14}
dan ayat (15) dengan mempertimbangkan kondisi
kerja dan beban kerja serta ketentuan yang berlaku.

3. Ketentuan ayat (15) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 7

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas
komponen-komponen sebagai berikut:

a. uang harian;

b. biaya transport;

c. biaya penginapan;
d. uang representasi;

Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas :

a. biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan
sampai Tempat Tujuan keberangkatan;

b. biaya taksi atau sebutan lain, dari penginapan ke
terminal bus/ stasiun/bandara/ pelabuhan
keberangkatan atau  sebaliknya dan  dari
penginapan ke tempat tujuan dinas atau
sebaliknya;




(3)

(4)

(7)

(8)

c. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/
bandara/pelabuhan keberangkatan dan
kepulangan;

Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ merupakan biaya yang diberikan secara
riil sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan
dinas dan digunakan untuk menginap:

a. di hotel; dan/atau
b. di tempat menginap lainnya.

Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya
penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di
kota tempat tujuan yang besarannya sebagaimana
tercantum dalam dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini; dan

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dibayarkan secara lumpsum.

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati/Wakil
Bupati, Pimpinan, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon
IL

Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam kota dilakukan
oleh 2 (dua) orang atau lebih Pelaksana SPD dengan
tujuan yang sama, dengan menggunakan kendaraan
dinas diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)
dengan perhitungan sesuai standar tarif yang
berlaku/biaya riil (at cost).

Dalam hal Pelaksana SPD menggunakan kendaraan
dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
Pelaksana SPD tidak diberikan uang transport,
termasuk juga staf/pelaksana/sopir yang mengikuti
diberlakukan hal yang sama,;

Untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam kota ke
kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (5) yang dalam pelaksanaannya sampai ke
Desa/Kampung/Dusun yang berada jauh dari
ibukota kecamatan di berikan biaya transport
tambahan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu
rupiah) per orang dan dibayarkan sesuai dengan
biaya riil/ at cost.



(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak
berlaku bagi Pelaksana SPD yang menggunakan
kendaraan dinas.

(10) Pelaksana SPD Dinas Luar Kota, dapat menggunakan
kendaraan pribadi dan biaya transport dibayarkan
secara perseorangan sebesar tarif kendaraan umum
sesuai rute tujuan, dengan melampirkan fotocopy
STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) pada saat
pengajuan pertanggung jawaban perjalanan dinas.

(11) Untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari
8 (delapan) jam atau paling sedikit 3 (tiga) kecamatan
diberikan uang harian dan biaya transport kegiatan
dalam kota yang besarannya sebagaimana tercantum
dalam dalam Lampiran XI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(12) Biaya sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan di
Kabupaten/Kota yang memerlukan biaya alat
transport khusus, antara lain seperti ojek, kelotok,
kapal, lanting, fery dan sebagainya karena alat
transportasi umum tidak ada, maka dapat diberikan
dan dibayarkan secara at cost.

(13) Komponen  biaya Perjalanan Dinas  Jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan
pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan
format sebagaimana  tercantum dalam Lampiran III
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

(14) Pelaksana SPD, dapat diberikan biaya penggantian
untuk pemeriksaan kesehatan dibayarkan at cost
sesuai bukti resmi.

(15) Pelaksana SPD menggunakan kendaraan pribadi bagi
anggota DPRD, biaya transport disamakan dengan
kendaraan Dinas (kapasitas mesin diatas 1500 cc)
serta melampirkan bukti pembelian BBM dan STNK.

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9
berbunyi sebagai berikut:

Pasal9

(1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) diberikan, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Uang Harian dibayarkan secara lumpsum dan
merupakan  batas  tertinggi  diklasifikasikan
berdasarkan tingkatan jabatan/golongan.



(2)

()

b. Biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya
riil berdasarkan fasilitas transport.

c. Biaya Penginapan dibayarkan secara riil sesuai
dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas
yang merupakan batas tertinggi.

d. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum
dan merupakan batas tertinggi.

Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b tercantum dalam Lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.

Seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat {l1), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Dihapus.

Biaya perjalanan Dinas vyang melebihi besaran
standar biaya perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3), disebabkan keadaan
memaksa (Force Majure) dapat dilaksanakan
sepanjang di dukung dengan bukti pengeluaran riil
(pembiayaan secara at cost).

5. Ketentuan ayat (4) Pasal 26 dihapus, dan sehingga Pasal
26 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 26

Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan
pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas
dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas
dilaksanakan.

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dengan

melampirkan dokumen berupa :

a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang
berwenang;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan

pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas

atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan
Perjalanan Dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi,
dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;




d. daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa
kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti
pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan
usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan
kendaraan;

f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa
kendaraan Dalam Daerah/ Luar Daerah yang
tempat tujuannya sulit / tidak terdapat angkutan
umum berupa kuitansi atau bukti pembayaran
lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang
bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;

g bukti pembayaran hotel atau tempat menginap
lainnya;

h. Photo kegiatan selama pelaksanaan perjalanan
dinas;

1. surat keterangan dari pihak hotel atau tempat
menginap bagi Pendamping dan/atau ajudan
Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris
Daerah, jika fasilitas kamar dengan biaya
terendah pada hotel/penginapan sudah tidak
tersedia; dan

j. laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada PA/KPA.

(3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau
penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢, huruf e, huruf f dan huruf g tidak diperoleh,
pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan
dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

(4) dihapus.

Ketentuan dalam Lampiran XI huruf C, huruf E, dan
huruf H Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun
2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2024 Nomor 186) diubah sehingga berbunyi
sebagaimana  tercantum  dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.




Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 oktober
2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 17 (ese—lr2024

Pj Bupati Barito Timur,
Indra Gunawan

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 17 Desembec 2004

Sekretaris Daerah

Kabupaten Baw

PanabzﬂMo{

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 214



LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN
BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 6 TAHUN
2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

BARITO TIMUR

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

A. STANDAR BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No Uraian Satuan Besaran uang Harian (Rpl
1 2 3 4
I DINAS LUAR KOTA OH 360.000
DINAS DALAM KOTA
0.000
2 LEBIH DARI 8 (DELAPAN JAM) Qi BEA
DIKLAT LUAR KOTA / DALAM KOTA
Ol 110.0
3 LEBIH DARI 8 (DELAPAN JAM) - L

B. BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO. PROVINSI | SATUAN | LUAR DAERAH [Rp. | DIKLAT (Rp.|
I |LUAR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
1_|ACEH OH 360.000 110.000
2 |SUMATERA UTARA OH 370.000 110.000
3 |RIAU OH 370.000 110,000
4 |KEPULAUAN RIAU OH 370.060 110,600
5 [JAMBI OH 370.000 110.000
6 |SUMATERA BARAT OH 380.000 110.000
7 |SUMATERA SELATAN OH 380.000 110.000
8 |LAMPUNG OH 380.000 110.000
9 |BENGK ULU OH 380.000 110,000
10 |BANGKA BELITUNG OH 410.000 120.000
11 [BANTEN OH 370.000 110.000
12 |JAWA BARAT OH 430.000 130.000
13 |D.K.l. JAKARTA OH 530.000 160.000
14 |JAWA TENGAH OH 370.000 110.000
15 [D.I. YOGYAKARTA OH 420.000 130.000
16 [JAWATIMUR OH 410.000 120.000
17 [BALI OH 480.000 140,000
18 [NUSA TENGGARA BARAT OH 440.000 130.000
19 |NUSA TENGGARA TIMUR OH 430.000 130.600
20 |KALIMANTAN BARAT OH 380.000 110.000
21 |KALIMANTAN SELATAN OH 380.000 110.600
22 |KALIMATAN TIMUR OH 430.000 130.600
23 |KALIMANTAN UTARA OH 430.000 130.000
24 |SULAWAESI UTARA OH 370.000 110.600
25 |GORONTALO OH 370.000 110.000
26 |SULAWESI BARAT OH 410.000 120.000
27 |SULAWAESISELATAN OH 430.000 130.000
28 |SULAWESI TENGAH OH 370.000 110.000
20 |SULAWESI TENGGARA OH 380.000 110.000
30 [MALUKU OH 380.000 110.000
31 |MALUKU UTARA OH 430.000 130.000
32 [PAPUA OH 580.000 170.000
33 |PAPUA BARAT OH 480.000 140,000
34 |PAPUA BARAT DAYA OH 480.000 140,000
35 |PAPUA TENGAH OH 580,000 170.000
36 |PAPUA SELATAN OH 580.000 170.000
37 |PAPUA PEGUNUNGAN OH 580.000 170.000
II |BIAYA TRANSPORTASI LAUT OH DIBAYAR SECARA RIIL

Catatan : Besaran Uang Harian dibayarkan berdasarkan tempat tujuan.
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E. STANDAR BIAYA UANG TAKSI DARI BANDARA TUJUAN KE TEMPAT KEGIATAN

NO. TUJUAN SAT. (RP}
1 2 3 4
1 |ACEH Orang/Kali 123.000
2 |SUMATERA UTARA Orang/Kali 232.000
3 |[RIAU Orang/Kali 94.000
4 |KEPULAUAN RIAU Orang/Kali 137.000
5 [JAMBI Orang/Kali 147.000
6 |SUMATERA BARAT Orang/Kali 190.000
7 |SUMATERA SELATAN Orang/Kali 128.000
8 |LAMPUNG Orang/Kali 167.000
9 |BENGKULU QOrang/ Kali 109.000
10 |BANGKA BELITUNG Orang/Kali 90.000
11 |BANTEN Orang/Kali 446.000
12 |JAWA BARAT Orang/Kali 166.000
13 |D.K.I. JAKARTA Orang/Kali 256.000
14 |JAWA TENGAH Orang/Kali 75.000
15 |D.I. YOGYAKARTA Orang/Kali 118.000
16 |JAWA TIMUR Orang/ Kali 194.000
17 |IBALI Orang/ Kali 159.000
18 |[NUSA TENGGARA BARAT Orang/Kali 231.000
19 |[NUSA TENGGARA TIMUR Orang/ Kali 108.000
20 |KALIMANTAN BARAT Orang/Kali 135.000
21 |KALIMANTAN SELATAN Orang/ Kali 150.000
22 |KALIMATAN TIMUR Orang/Kali 450.000
23 |KALIMANTAN UTARA Orang/Kali 102.000
24 |SULAWAESI UTARA Orang/Kali 138.000
25 |GORONTALO Orang/Kali 240.000
26 |SULAWESI BARAT Orang/Kali 313.000
27 |SULAWAESI SELATAN Orang/Kali 145.000
28 |SULAWESI TENGAH QOrang/ Kali 165.000
29 |SULAWESI TENGGARA Orang/ Kali 171.000
30 |MALUKU Orang/Kali 240.000
31 |MALUKU UTARA Orang/Kali 215.000
32 |[PAPUA Orang/ Kali 431.000
33 |PAPUA BARAT Orang/Kali 182.000
34 |PAPUA BARAT DAYA Orang/Kali 236.000
35 |PAPUA TENGAH Qrang/Kali 513.000
36 |PAPUA SELATAN Qrang/Kali 513.000
37 |PAPUA PEGUNUNGAN Orang/Kali 513.000




F. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

DALAM KOTA LEBIH DAR]
NO. JABATAN SATUAN LUARKOTA 8 (DELAPAN) JAM
Bupati/Wakil Bupati/ Rp250.000 125.000
1. Pimpinan DPRD oA Rp2st. T
Pejabat Eselon. I1/ 50 Rp75.000
o Anggota DPRD OH Rp150.000 Rp75.00

G. STANDAR BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA (Tempat Tujuan)

No. URAIAN SATUAN BESARNYA

1 Bupati dan Wakil Bupati OH Rp. 2.500.000




H. STANDAR BIAYA BBM KENDARAAN

1. Perjalanan Dinas Dalam Kota di Kabupaten Barito Timur (Sekali Jalan/
one way), Mempergunakan Kendaraan Dinas
Tujuan/ STANDAR BIAYA BBM KENDARAAN DINAS
No, Lingkup Roda?2 Roda 4 Roda4 Roda4
Kecamatan 10 cc s/d 1500 ¢y 1.501 cc ke Atas|BBM Solar
1. |Awang 3,5 Liter] 6 Liter 7 Liter 6 Liter
2. |Patangkep Tutui | 4 Liter 7 Liter 8 Liter 7 Liter
3. |Dusun Tengah 4 Liter 8 Liter 8 Liter 8 Liter
4. |Pematang Karau | 5 Liter 8 Liter 9 Liter 8 Liter
S. |Raren Batuah 5 Liter 9 Liter 10 Liter 9 Liter
6. |Paku 3 Liter 6 Liter 7 Liter 6 Liter
7. |Benua Lima 3 Liter 7 Liter 8 Liter 7 Lifep
8. |Paju Epat 3 Liter 5 Liter 6 Liter 5 Liter
9. |Karusen Janang | 3 Liter S Liter 5 Liter 5 Liter
1g, [Teniang Eayang | g 15, 5 Litss 5 Liter 5 Liter
(Dalam Kota)
2. Perjalanan Dinas Dalam Kota di Kabupaten Barito Timur (Sekali Jalan/
one way), Mempergunakan Kendaraan Pribadi
Tujuan/ STANDAR BIAYA BEM KENDARAAN PRIBADI
0. L Roda 2 Roda 4
Kecamatan
1. |Awang 3,5 Liter 7 Liter
2. |Patangkep Tutui 4 Liter 8 Liter
3. |Dusun Tengah 4 Liter 8 Liter
4. |Pematang Karau S Liter 9 Liter
5. |Raren Batuah 5 Liter 10 Liter
6. |Paku 3 Liter 7 Liter
7. |Benua Lima 3 Liter 8 Liter
8. |Paju Epat 3 Liter 6 Liter
9. |Karusen Janang 3 Liter 5 Liter
10. ?;ln;i‘nngl{zgang 3 Liter 5 Liter
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I. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO. 'ﬁ o KOTA SATUAN BIAYA TIKET
ASAL ! TUJUAN BISNIS EKONOMI

M 2 ; @) ) 5]
I. | JAKARTA “AMBON "Rpl3.285.000,00| Rp7.081.000,00
2. l JAKARTA BALIKPAPAN Rp7.412.000,00| Rp3d.797.000,00
3 JAKARTA BANDA ACEH Np7 S19CKH) D01 Rpa.at2 000,00
,  JAKARTA | BANDAR "ﬁﬁaﬁi’?ﬁoaa_.nnf Rp3583.000,00°
LAMPL NG |
5 JAKANTA ‘BAN. JARMASIN Rp5.252000.00| Rp2995000,00
6. JAKARTA BAT AN Rps 86T Q0000 | Rp2HE8 000,00
TAKARTA BENG KULL RpA.3hd 00000 Rp2.641 00000
| JARARTA BLAK Rpla065.006300. Rp7.519.000,00
9. JAKARTA DENPASAR Rp3.305.00000" Rp3.262.000,00
I IAKAKTA GORONTALO Rp7.231000,60 Rpd 83400000
1. JAKARTA T JAMERI Ry D5 (000,00 Rp2460 000,00
[2. JAKARTA JAYAPURA Rpl4.568.0(KI0OL  Ryf.193.000,(H)
13. E.JAKARTA YOGYARARTA Rp+. 10700000 Rp2.208 000,00
14. ?JAKARM KENDARI Rp7.658.000,00  Rp4.182.000,00
5. JAKARTA TKUPANG RpO.43000,00  Rpa0R1000,060°
16, | JAKARTA 'MAKASSAR Rp7.444 00000 Rpd 829,000,600
177 T JARARTA MALANG Rp+.590.000,00  Rp2.4:95.000,00-
18. | JAKARTA " MAMUJU Rp7.2087.00000  Rpd-867.000.00°
19 | JAKARTA " MANADO Rpl0.824.000,60 Rp35.:02.000,00°
20 | JAKARTA MANOKWAKI Rpib 226 00000 Rpl0 824,000,0¢
21. | JAKARTA MAT ARAM RpG.AGO0OMN  Rp3 230.000,00
32 | JAKARTA " MEDAX Rp7.252000,00 Rp.1808.000,00
23 | JAKARTA " PADANG Rp5.53000000 Rp2952.000,00
20 | JAKARTA  PALANGKARAYA Rp+.784 000,00 Rp2984.000,00!
25. | JARARTA PALEMBANG Rp3861 00000 Rp2 26800000
26| JAKARTA FALL Kpo.348 00000 RpS 113.000,00,
27 | JAKARTA PANGKAL FINANG | Kp3.412 000,00 Rpi‘zsu.ouo.tlcsj
28| JAKARTA PEKANHARL: RpasBd 00000 Kpd 016000001
29. | JAKARTA PONTIANAK Rp4.353.000,00  Rp2 781.000,00
30. | JaKARTA SEMARANG Rp3.A6L000.00  Rp2182.000,00
31. | JAKARTA " S0LO Rp3.861.000,00 Rp2.342.000,00
32 | JAKARTA " SURABAYA Rp3.466.00000° Rp2674.000,00,

33 JAKARTA . ..




o e

ASAL TUJLIAN BISNIS EKONOM] |

T3 UTAKARTA T U TERNATE T | RplO.OD1O00.K| Kph.bied 00000
34 JAKARTA CTIMIKA Rp13 A30.000.06] Rp7.467 000,00
T35 | JAKARTA CIANJUNG SELUR | Rp7 A24.000,00] Rpd.057 000,00
o AMIDN " T DENFASAR | Rp8 05400000 Rpd." FLOLML0

3. L AMBON " AVAFURA ‘Rp7 43:400000 Rpa.16l.00000

38 | AMBUN " KENDAR] " 82400000 Rp.856.000,00
20, | AMBUN " MakassaR | RpA 02200000 Rpa453.000,00
a0, AMBON " MANUKWAR Rp3 177 00000 Rpl027 000,00

;A1 A M BON | pALU W61 40,0000 Rpag08 DKLOD.
AN MOBRON T TSORONG | Rpdm3e 01000 Rp2257.00000
TRUTAMBON T [ SURABAYAT | Rp8.803.010,00 t-:;ﬂ.ms&i-':irifirﬁ
45 TAMRON TERNATE | Rpd.DZ2G0,00 Rpi 43918000
' gh. UBALKPAPAN 1 DANDA ACEH | Rpl2.739.00000 R;ﬂl.."l*ﬂﬁﬂ[iﬂl
T4l | BALIKPAPAN HATAM RplD 354"0&0,0(:? Rp5 .305.000.40|
STBALIKPAPAN DENFAS AR Kpl0. 730 000,01, Rp5.A48.000.80!

TR BALKPAPAN TAYAMURA "Ryl Y.AI7 1,000 00 'r‘-zp1'1".1WF3{TOEl
49 DALIKPAPAN YOGYAKARTA RpULGL 00U, Rprd. TALL00,00
"5 BALIKPAPWN | MAKASSAR Rpl2664.0000 ] Rpb. 151000

TSt BALINPAPAN

Taanano

Ry15. 7L THIGO0

RpT 205.000,00

Rp 140.000,00

52 BALKPAPAN MEDAN " Rp12.493 000.00
TSI BALKPAPAN PALYANG gl 10 M
;_Stt""“éELlRﬁ{FlN | PALEMBANG | RpYAAS 00,00
55 BALIKPAPAN | PEKANBARU  Rpl0.996.U00.00

e NALIKPAPAN SEMARANG 1 Red 395.000.00 |

57, HALIKI'AFAN
5 HALIKPAIAN
T35 HALIKPAEAN
KL
Tl

1
i

BANDA ACEH
BANDA ACEH

T DENPASAR
T JAYARURA

Rp3 369.000,00]
Ry 749.000,M0
Ko, 423.000,1K)
Ry, 674.000,00

Cama Rpf 45,001, 00

Rp4.81.3.000,00

CSURARAYA
" TIMIKA

Rpl0&&1.000,0

. 62 | BANDA ACEH

h TONDAACEND MAKASSAR

Ve

IRpIRATRAON (N
RpRLAS.S00,K] Rpb 279 000,00
i Rplq.1f=?.¢1m:ut':'<"1fsébi‘c':.'?_a.-#".ﬁﬁﬁ,ﬁ
| Rp97B3.000K) } Rn3. 181,000 (10
RpIZ 7600000 L Rt 7R 00U, !

Rp3.113.000,00
Rp 445 000,00

bd. BANDA...



L KOTA SATUAN HIAYA TIKET 1
i;m ! ASAL L TUaUAN pisnis T ERONOMI
TG4 BANDA ACEH TMANALO Rpls 798 000,00] Ry7.926.000,00
| 65 HANDA ACKH | PONTIANAK " RpUGU0 00000 Rp3 BAOL0000.
66, BANDA ACEH ﬁse:mjmm Rp9.530.000,00| Rp3.305.000.00
757, BANDA ACER  1BOL6 T T Rpd 530.00000] Rp344.00000
68 KANDA ACEH © SURABAYA "Rpl.UAS D00.00] Rp3 TALKINHN
60,  BANDA ACEH TIMIEA " Rpl8.504.0001,00| Rpl0.076.000.00
0 ' BANDAR LAMPUNG ~ DALIKPABAN  Rp8.129.000,00{ Rp4..29.000,00
71, BANDAR LAMIUNG  HANDA ACFH RpA.225.000,00 | Ry, 600000
72, BANDAR LAMPUNG  BANJARMASIN Rpb.19300000| Rp34.2.000.00
CTE T HANDAR LAMPUNG  HATAM T RpS.HA0 D0000! Rp3 B6L000
73 BANDAR LATPUNG ~ BIAK T TTRpIANG.0001.00| Rp7AR7.000.00
75, BAYDAR LAMPUNG ~ DENPASAR " Rpb236000,00] Rp3647.00000
7. HBANDAR LAMPUNG  JAYAPURA Rpl4 568 DO000|  Rp# QITARID00
71, BANDAR LAIMPUNG  YOGYAKARTA RpS 153000001 Rp2.760.(K0.00
. 78, BANDAR LAMPUNG  KENDARI ~ Rp8.334000.00] Rpd.482.000,00
779 T RANDAR LANFUNG MAKASS 8 Rp. 161 00000 | Rpd 16308400
80, BANDAR LAMPLNG  MALANG Rpa.594.000,00| Rp.3134.00000
Bl BANDAR LAMPUNG  MARADO "Rpi 169 00000 RpS 3030K3,00
"85 TEANDAR LAMPONG O MATARAM | Ry2.246.000,00]  Rp3 626.000,00
K3, BANDAR LAMPUNG ~ MEDAN ©ORpTHTH ONO0| Rpd 15000000
"84 BANDAR LAMPUNG  PADANG Rpt.439.000,00| Rp3.380.000,00
| 45 BANDAR LAMPUNG ~ PALANGKARAYA  HpSIM7 00000| Rp3 407 0000
B BANDAR LAWFUNG  PALEMBANG  Rp+.031 000.00] Rp2 7600¢HLE0
87 BAMDAK LAMPUNG — PEKANBARU T Rph. 482 000.00]  Rp3 433400,00
T88. RANDAR LAMEING  PONTIANAK Rpha80.000,000 Rp3220.000,00
80, BANDAR LAWPLNG  SEMARANG Rp4.531.000,00| Rp2685.000.00
ab. T DANDAR LAMPIING  SOLO " RpAL3 000.00| Rp2 §24800,00
91, BANDARAWFING  SURABAYA Rpb.386.000,00| Rp3123.000.00
92 " BANDAR LAMPUNG  TIMIKA "RpI3 U05 000.00|  RpT A35480,00
93 RANDUNG RATAM T RpH28G.000,00] Rp358:3.000.00
' ‘94" DANDUNG " DEXPASAR © Rp5.626, 00000 Rp3252400,00

45. BANDUNG




“ KCoTA SATUAN BIAYA TIKE T
ASAL TUJCAN BISNIS EKONOMI

495 | BANDUNG © JAMEN " k30060001007 Rp2 941.000.00
9. | BANDLING VOO YAKARTA — Rpd 30000000 Rpz 129.000,00
Q7. | BANDUNG ~~  PADANG ié;s'r.a.w;&.[:-Urri,mo;1 Rp3.308.000.00"
s | HANDIUNG " PALEMBANG Rpd 385 000001 Hpl 63RM0.00
99, | BANDUNG PANGKAL PINANG  Rp4h09.000.00| Rp2.738.000,00
100. | BANDUNG ~ PEKANBARU Rp6.523.000,00| Rpa.70L.000.00
101 | BANDUNG ~ SEMARANG * Rp3.027.000,00| Rpl937.000.00
W2 | BANDUNG | S0LO " Rp3 647000.00| Rpl 268(00.00
183 | BANDLING TSUKABAYA  Rpd K24 D000 | KpZ B364H000
104, | BANDUNG T TANTUNG TANDAN  Rpd439.00006] Rp26bam00,00
105, | BANJARMASIY BANDA ACEH  Rpl0.792000,00) Rph.022.000.00)
106. | BANJARMA.SN | BATAM ~ Rp&407.000,00] Rpd.78.000.00
167. BANJARMASIN i BIAK "Rpl6.686.00000| Rp8.749.000.00
108, | BANJARMASIN  DENPASAR " Rp8.79200000] Rpd.520000.00
1), | BANJARMASIY JAYAPURA "Rpl7.135.00000| Rp9.339.000.00
110, | BANJARMASIY | YOOYAKARTA  Kg7.723D00,00| Rpd 02200000
111 UANJARMASIY | MEDAR  Rpl0asenon.ua| Rps H2000.00
L 112 HANJARMARIN | PADANG RpQ00eeDO000 | Kpda42.000,00
113, | BANJARMASIY PALEMBANG Rp749.8000,00] Rpa022.000,00
=, ?BANJARMAS[Z‘J FEKANBARU Rp9.049.000,00) Rp4.696.000.00
T BARJARMASIY SEMARANG _ Rp?.etas.oon,om; Rp3.958.000.00
116, | LIANJARMASIY SOLO Rp7 498000001 Rpd 097 G000
i3 *!;'BAN.JM&MAHH T TBURARAYA T RpR G42DOD00T Kpa 38R000,00
TTAL BANJARMASIY [ TIMIKA Rpl6.47200000] RpA3I7.000,00
o7 BATAM " "BANDA ACEH  Rpl0.439.000,00| Rp5936.000.00
T30, | BATAM TDENPASAR | Rp8.430.000.00] Rpd824.000.00
121, | BATAM ?I.JM'APURA " Rpl6.782.000,00 qu.zﬁ';'?.t}bo.bdi
V21 BATAM | YOGYAKARTA Rp7.370.00000| Rp3.536.000.00
13 BATAM TMAKASSAR  Rpl0.375.000,00] Rp5.337.000.00
123 BATAM TMARADD " "Rpl3.413.000,00  Rpb.482.000.00
125, | BATAM " MEDAN "RplO WIDOOLK | KpS 31600000

126, BATAM..




] KOTS T TSATUAN BIAYA TIKET |
R mL TuuaN | SR ERDNoML
126 T naTAM " [PADANG —j"'ﬁp,s's.h:u:i.cmu,cm' Rpa 516 00,00
127, HATAM TFALEMBANG RpT (45 0DGO0 Rpd 936.000,00
V2B T BATAM ' PEKANBAK: | Rp8 T 00RO Rpéd. 590000.00
129 BATAM CPONTIARAK 7| RpT 504 00000 Rpd396.000,00
130 BATAM " SEMARANG; " Rp7 1500000 Rpd.8361.000.00)
1R BATAM SOLO RpT 4500000 12p4 G00.000.00]
| i32 TATAMT SURABAYA [ Rp&600. .00, K 300000,00
| 133, | BATAM T KA TRpIGIO.000, 0 0| Rpsel2 10001
'-"'i's"'q ’ BENGRULL "baﬁﬁﬁfﬁr‘r B T Rp2BY9.00000 | Rpi 8430000
! (1357 Bk | HALIKAPAK “Rl621.500.00 | Rp 47700000
136 BIAK | BANDA ACEH  MplRTIRIR000 Rpl0 108.000,00)
REN rm S _’iﬁﬁiﬁ!—w ""}«zpm'i'ai.uuﬂ[m Hp& Bh4 000,00
138, RIAR | DEWPAZ/AR Rpm (00| Rpk 993000,00
D) Ak " TAYAPURA Rp3.615.000.00] Rp2 2100600
140, | BIAK | FOGYARARTA RpﬁEﬁEﬁﬁﬁﬁﬂ’fﬂﬁlﬂ&tnmun‘
2L K MANADO Rp17. <00 0 00 | &p6. 353.000000"
132, [ BIAK | MEDAN T T RpWATO00 ogf—kpe 198 000,00
143 | BIAK PALANG | kp16 43200000 Rp8.728 000,00
19 BIAK TURACTEMERG | Rpl5424.000,00  RpBIOS 0G000
145 BIAK PERANBAKL  Rp16 SREA0RT0 Rp8 781 00000
T8 BIAK . PONTIANAK Rp:#73000,00  RpB.568.000.00]
147 BIAK "SURABAYA TH2O0DA0 Rp? OR1 00QDD
M3 BIAK TIMIRA RpeRUK.ON000  Rp3A41000.00
TG DENPASAR T JmPLRA . [EPeno oonoo’ kpadis 00000)
0 DENPANAR T KUPANG L Rps, 04000000 Rp2 95200000
5L DENPASAR COMAKASSAR | Rpd.182.00000  Rp2631.000.08
D13 | DENFASAR " MANANQ “RpTE5L 000.00 Rp. 27800000
| 151, | DENFASAR " MATARAM Ryl RA00000] Rp! 300.000,00]

154, DENPASAR " MEDAN TR0, 5KQ00,00 Rph 658.000,00
135. | DENPASAR T PADANG L RpuHG00.00] Rl 59800000
136 | DENPASAR JI PALANCGRARAYA  RpBBLSTUO00E Rpt 908000

157, DENPASAR .



0 I-:UT.{\' - %TELN Fs;.w.aﬂ'[m:r

ASAL i TUJUAN BISNIS l EXONOM] )
157. | DENFASAR PALEMRANG | RpY 5L000.00! Rpa278000,00
(158 | DENPAS AR PEKANBARU Rp. 092.000.001 Kp3 942000,
159 | DENPASAR | PONTIANAK | Rp7.990.000. 00| Rp473R000,00
160. | DENPASAR “TIMIKA Rp10 HOD0DUT Rp6.129.000.00
151 | JAMI " BALIRPAPAN “RpT7AIA0000] RpAADTRKLDO
62 | JAMI " BAMJARMASIS [ RpiG90.00000, Ryt 193.G(0,00]
163. | JAMRI T DENPASAR Rp7.733.000.00: Rp+.439.000,00
164 JAMBI - YDGYAKARTA | Rphb53 G0000| Rp3.551000,00]
165, JAMAI KUPANG Rp1.433 (URLOD T RphDTS 000,00
Tle6 | JAMDI " MAKASSAR RpO6E900000 Kyt 452 0000
W67 AMBL " MALANG Rp7.091.000.00  Rp3.925000,00
TI68. JAMBI " MANADO I RPI2TUT.00000 RpG.i87000,0D
169, JAMEI UPALANGKARAYA | Rp7.334.000,00 Rp—'}.m&flﬂ{l,{'blij
170, AMEI T PONTIANAK Rp6.878.000.00 Rp4.01.000.00
T aamim SEMARANG ' Rp6328.000,00  Rpd476-000,00
72, JAMB] SOLO " Rp6.428.000,00 Rp3.615_.00000
173 JAMBI S RABAYA Rird K83 D000 Rpd 915.000,00°
| 174, | JAYAPURA YOGYAKARTA Rpl3.2740003K0 Rp? 690.000,04
175. | JAYAPURA MANADO T TRpZZI9.000.00) Rpll 263000
176 | JAYAPURA MEDAN Rpl8.932000,00] Rpid 09700004
1T | JAYAPURA PADANG “Rp17.381.000,00] Rp% 327,000,041
178, | JAYAFURA PALEMBANG 'Rpl3.873.000,00 Rpa77.000.00,
179, | JAYAFURA PEKANBARU "Rpl7 43500000 Rp%.380.000,00
I180. | JAYAPURA PONTIANAK “Rplh 32200D.00| Rplh 177.000,00
181. | JAYAPURA TOWRA T Rpd 65000001 Rp2 28400.00
182 | YOGYAKARTA | DENPASAR | RpA&6.OD0.0G| Rpd 48140000
' 183, | YOGYAKARTA | MAKASSAR ‘Rpi525.0M0,00 | Rp3. 89300000
181 | YOUGYAKARTA MANADO RpID.336.000,00| Rps. 72200000
185. | YOGYAKARTA MEDAN T RpO519.000,00] RpAT/1.000,00
| 86 | YOGYARKARTA . PADANG " Rp7.969.000.00] Rp3.000.030,00
f?é’?"_ﬂ:mv.wue'm " PALEMBANG ] Rpﬁ.etﬁci‘om,nn] Rpa.380.000.00

188 YOGYAKARTA..



213 MALANG

2.4, MALANG
215, MALANG
216, MALANG

o | KOTA SATUAN BIAYA TIKET
ST TTTREALTT T UTUNUAY T BISNIS | EKONOMI |
188, | YOOYAKARTA  PEKANDARU " RpA U2200000]  RpA 051 K00
159, | YOGYAKARTA  PONTIANAK RoG.O1G.000,00] Rp3 $40.000.00|
150, YOGYAKARTA  TIMKA ~ RplLEU4.000,00] Rp7038000,00
131.] KENDARI RANDA ACEH Rpl2.953.000,00] Rp7.102.000.00]
152, | KENDARI | PATAM "RplOSEE0O00,00] RpS.658 0G0
lw.i.TKh:ﬁn.»ﬁez DENPABAR Ra5 45500000 KpA273.000,00
191 T RENDAR! YOGYARARTA Rp® 120.000,00] K706 006,00
05 TKENDARL  PADANG RplL167.000,00] RpS.722.000.00]
7196, | KENDARI  PALEMBANG “Rp9.659.000,00| Rpfi. 102.000.00
197, | KENDAR " PEKANBARU "Rpl1.220.00000] RpS5.776.000,00
ws.f KENDAR] USEVAKANG | RpaSe000,00] KRpSoriirin oo
TegkenbART 800 RpG6R0.000,00 Rps, 166.000.00
200. | KENDARI SURABAYA T Rpli103.000,00] Rp5.466.000.00;
21 | KENDAR " TIMIKA _:Rpl.‘i{].'}li.[][][.],(]ﬂ Rpt) TUBLHN,00)
202, KUPANG " JAYAPURA Rpl4.386.000,00| HpH 108.00),00
203 KuPANG YOGYAKARTA Rp? 34HD00.00] Hpd R2C0H,00
204, KLPANG T MAKASSAR Rp7&3.000,00]| Rp4311.000.00
205, KUPANG %M.m,am) RplLER000,00] Rpb. [40.000.00
206 T KmaNg T suRARAYA Rp6.746.000,00| Rp3.722.000,00!
207, MAKASSAR RIAK T Rpa493.000,00{ Rp4.931.000.00
{208, MAKASSAR JAYAPURA Rpl07163.00000, RpS787.000.00
200, MAKASSAR KENDARI Rp2.663 nou,uu‘g Rpl 78600000
210, MAKASSAR MANADO Iipl"u.iﬂ?l,"[]()‘(}{lEi Rpd 909.000,00
211, MAKABS AR TMIKA Rpi1.733 00CLEKT, Rpb 67.000,00
202 MALANG HALIKFAPAN Rp:ﬂ.ms.nno,mf Rp5.134.000,00

BANDA ACEH
"1 BANJARMASIN

| Rp8.161 00000 Rp 40700000

Rpl0.204.000,00 Rp5.765.000.00

Ky 819 000,00 Rpd 311.000,00

217, MALANG

218, MALANG

KENDARI

BATAM
BaK | Rp16.087000,00 Rp8482000,00
JAYAPURA Rpl6.536.000,00 RpS 0920000 0

Rpl10.322 COCDD  KpS 487.000L0

219. MALANG. .




i KOTA ~ SATUAN BIAVATIRET -
ASAL TLJUAN BISNIS EKONOMI

N4 MALANG UMAKAISSAR | Rp@ 129 00040 KpS 166D00CK
220, MALANG “MANADG |Rp!3167.000,00 Rp6.311.000,00]
221, | MALANG CUMEDAY Rp2.058 00000 RpS5.145.000,00
227 T MALANG " PADANG RpB< [B.00000  Rpd.385.000,00
223 MALANG PALANGRARAYA | Rp7.015000,00 Rp4.407.000,00
220, | MALANG " PALEMBANG Rp6st 0000 Rp3 765.000,00
225 | MALANG " PEKANBARL RpB.461 00040 Rpd 53900000
226. MALANG TIMKa | Rp!5.873.000,00 RpR.461.000,00]
227 | MANADD " MEDAN Rp.5.552.000,00 Rp7.316.000,00
228, | MANADO " PADANG Rpi-4.012.00000 Rpb.546.000,00
229, | MANADO " PALEMBANG Rp:i2504 00000 RpS 926.000.00
230. | MANADO " PEKANBARU Rp:.AUS5 00000 Rpb 599.000.00/
231, | MANADO " PUNTIANAK | Rp124s3 000,007 Rp6.396.000.00,
232, MANADO SEMARANG Rp12.504 UOUDD Rgs 831000001
233 | MANADO Tsown Ry 504 000, Rps.t;lqﬂmmm?
731, | MARADC TSURARAVA Ry9.037 00000 Rpr»262.000.00
7% | MANADO “TIMIKA Rp16.183.000,00 Rp5.995.00000.
236. | MATARAM T "BALIKPAPAN Rp10.750 000,00 Rp3 61500004
237 | MATARAM  DANDAACEN | RpIOBAR 00000 Rpb 24600000,
138 | MATARAM THANJARMAS IN | RpRADI00040  Rpd B&A.0D000!
a3 | vaTANAM """;Fiaiﬁi;n.{” ' RpB.461 000,00 Rpd 80.3.000,00
(240 | MATARAM T BIAK ﬁﬁ'}]’.éﬁiﬂﬁ‘.bﬂ"’hpﬁfﬁ'{&b‘ﬁﬁ}bﬁf
241 | MATARAM JAYAPURA Rpl3.092 000,00  Rp7.327 000K
242 T MATARAM | YOGYAKARTA Rp4.417 00000 Rp2. 78100040
243, MATARAM MAKASSAR CRpAIT 00000 Rp2 909000,00
244, | MATARAM MANADX) RpR.717 GOODD Ry, 138.000,00
213.0 MATARAM | mepan” Rp 600 BRI RpS (37, 000,00
276. | MATAHAM PADANG Rp9.060.000,00  Rpd.A0:7.000.00
247 MATARAM T BALFMRANG Rp7.551.000.00 Rp4.246.000,00
218, MATARAM PEKANBARL Rp9.102.000.00] Rp4.909.000,00
249, MATARAM PONTIANAK RpE.001.000.00] Rp4.706 Q0G.00-

250. MATARAM...




264.

PALIVBKARATA [m OEE.

Rpl0.546.000.00

B ASAL | TUJUAN BISNIS | ERONOM
[ S ORI Ao VU S
E i ST Rl oo by ReLiE 00000

251, | NIFDAN MANDA ACFH Rp.1466 00000 Rpa 19.3000,00

57, WA NAKASS AR Rpid 514 0000 Rpb. 172 000,00
Tf] MEDAN TPONTIANAR | RpUs33.000.00] RpaZiu0o0,00
251, | MEDAN | SEMARANG M kgw.ze-;af.uql:gm;l R;ﬁ.n%.cm‘tm:

255, | MEDAX S0LO _upﬂ.ES 4000,00] RpdB35000.00

256. | MEDAN SURABAYA "RMw.739.000.00 Rp5.134.000.00

257, | MEDAN CTIMIKA | RplR.258.000.001 Rp8.#55.000,00°

258, | PADANG MAKASSAR RpLOS7AT0ULN Rpa4i2000,00°

299, | PADANG PUNTIANAK 1«:;;5.1(331:::[3,»4:{ Rp4.460.000,00

2.1 FADANG KEMAKAN(: ; Rpii44 [][]D‘.IHI.‘: Rp'.‘i.‘!l&ij.[](]{]ﬁ[}[)“:

265, PADANG S0L0 | Rp7. 74 ONOJKT] Rp6 000,00

| PADANG FURABAYA Rp9196 0000 | Rps.364 000,00

263 | PADANG | TIMIKA Kpl16.7.8 000,00| Rp8.683.000,00

[ Rpt02-2.000.00

280.

" PALEVBANG

- i 2 s

S URABAYA

365, | PALANGKARAYA '5' BATAM Rp8.161.000.00| Rp+578000.00
266, | PALANGKARAYA | FOGVAKARTA | RpF477.00000| Rp4.022000.00
;!h'r"..r PALANGRAKAYA f MATARAM RpH.AhT QD IRTE RpdBER 00000
268 | PALANGKARAYA MEDAN | Rpln.30000000] Rp5.4:2000,00
269. | PALANGKARAYA | PADANG Rp8.760 000,00| Rp+.642000.00
270. | PALANGKARAYA | PALEMBANG | Rp7252.000/K1} Kps022000,00
27E | PALANG/KARAYA PrRANIIARL E RpH.503 [J[i(i-,iH}if RpA. 69600000
272 | PALANGKARAYA | SEMARANG ﬁ Rp?.zsz.oou,s«:lf Rp3.947.000.00
373 TTALANGKARAYA | 80L0 T Rp7252.00000] Rph086.000.00]
T lPALANG KARAYA | SlRAmNA Rpa;esu‘;is,ijuu,imj' Rpps.385.000.00]
275, PALEMHANG HALIK PAPAN | RFH.HQ-HIL)H,IKII Rph.220.000,00
G ' PALIEMHANG MAKASEAR : Rpf 466 IJH},IHI; Rpd.7R1.000,00
ITE. | PALEMHANG ONTIANAK ? K;ﬂu.hﬂhll[m,lﬁli Rpa.R40.000.00
JTR - PALEMBANG SEMARANCG | RpezI6 0BT RpAINS 00000
(279 PALEMBANG  |solo npa.zsa“‘c}mm[ Rp3.44 000,00

TRpTE9G000,00] Rpd 7440000

281, PALEMBANG . . .



KGTA

SATUAN BIAYA TRET ’-

"Rp1521000000 3R pd 076 400U

EKONOMI

Rp1 268.000.00 "Kp2.578.000,00)

" Rpb B7B.000.00  Rpd.B83.000.00]

Rpl 95:00010 | Rpl 423.000.00

I Rpb KT800.00| Rp3.883.000.00]

L AsaL TUJUAN BISNIS
381 PALFMRANG TIMIKA
282, PALU MARASSAR
K3 pALY FOSO
234, PALU SORONG
285 PALU SURABAYA
2Hb. | PALL TOLLTOLI |
287, | PANGKAL PINANG | BALIKPAPAN
| 288 PANGKAL PINANG | BANJARMAS N
'zar_a._u.vmc}mfi?m,ws BATAM
290 PANGKAL PINANG | YOGYAKARTA

RpT0O3BHI000] Rprtb41 QU0

Rp2.84L4R0,00° Rpl415.000,00]

Rp7.091.000.00! Rp3915..000,00

Kpsh. 739 (KD | Rp3.818.000,00°

Rp6.063 00410 Rp3.262000,00

Rp9.0BO (OUH0 Rpd.663 00000

brr——

397 7 PANCKAL PINANG

RpIZ.OGT 00000 Ro3 80800000
" Rp&BAR 000D Kpd 62300000
Rp7.337.00000  Rp3 BBI0N0000

291 | PANGKAL PINANG  MAKASSAR
T2 | PANGKAL PINANG  MANADOD
203 PANGKAL PINANG  MEDAY
1204 | PANGKAL PINAXG  PADANG
F295. | PANCGKAL PINANG  PALEMBANG

290, ﬁANGKHL PINANG PEKANBARU

[ NTIANAK

| Rp739L00000  Kpd 936000,00

Rp 82000051 Ky 262100 00,

Rp6.279.000.00. Rp3.733.000,00

' 208, PANGKAL PINANG | SEMARANG Rp38241.000,00, Rpd. 187.000.00]
299, PANGKAL PINANG | S0LO Kims 8 200000| Rpd.326.000.00
T3, PANGKAL PINANG | SURABAYA Rp7 28400000 Ry 526,000.00
301 PEKANDARL | PONTIANAK Rp8.247.000.00] Ky4.514.4100,00
:302. PFKANBARL SEMARAN G Rp7.797.000.00| Rp2.979.000.00]
303 PERANBARL SOL0 | Rp7 797.000.00| Rps.118 00000
304, PEKANBARL " SURABAYA Rpt 2:4.000.00| Rp4.407.000.00
305 PEKANBARL  [TDOKA I RpIGTTLD.00] Rp8.731000,00
30b. | PONTIANAK T RAKASSAR Rp9.SLAGODD0{ Rp5.241.000,00
307.] PONTIANAK SR MARANG lpb BEGD.00 | Rp3.765.000,00
308 ,P ONTIANAK S0L0 L RphHRA UO00] Rp3una 000,00
3043, | PONTIANAK SURABAYA RpB.. 140 GOIDD . Kp4 204 00000
310 | PONTIANAK T TIMIKA RpIG.6R0CHRLDD | KpBbas OCKD
A1 | SEMARANG " MAKASSAR | Rp93606.000,00] Rpd.D45.000,00

312, 8010 ...




r T KOTA ' SATUAN BIAYA TIKET

e ASAL . TU.JUAN | BISNIS [ P )N{)-I\" =~ 1
|’31'2. 1 s0LO T MAKASSAR I Rp92.466000.00 Rp.845.000.00
7313 | SURABAYA | DENPASAR Rp3.198 000,00 Rpl 97900000
314 | SURABAYA TIAYAIL RA Rp12.675.000.00 | Rp7.231.000.00
315, | SURABAYA IMAKASS AR RpS936 000,00| Rp3 433000,(K
T 316, | SURAHAYA [ TIMIK.A “TRpI1.295.000.00| Rp6.589.000,00

P} Bupati Barito Timur,

Indra Gunawan




